BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.341, 2019

KEMENDAG. Pengadaan, Peredaran, dan
Penjualan. Minuman Beralkohol. Pengendalian
dan Pengawasan. Perubahan.
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TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN

Menimbang

BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk lebih memberikan kepastian berusaha dan
meningkatkan efektivitas pelaksanaan impor minuman
beralkohol, perlu melakukan perubahan terhadap
beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian
dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan
Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan
Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan
Penjualan Minuman Beralkohol;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keenam atas
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Mengingat

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  20/M-
DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan
Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan

Penjualan Minuman Beralkohol;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement
Establishing the World Trade Organization (Protokol
Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6140);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 190);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-
DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan
terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman
Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014

tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan,
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Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);

7. Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  08/M-
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

8. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  64/M-
DAG/PER/9/2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan
Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean Ke dan
Dari Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan
Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan
Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang
Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan,
Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dalam Pasal 3 diubah, dan

ayat (3) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 3

(1) Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang dapat
diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(2) Jenis atau produk Minuman Beralkohol yang dapat
diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk dalam Pos Tarif/HS sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Dihapus.

Ketentuan Pasal 10A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10A
Pelaksanaan impor Minuman Beralkohol hanya dapat
dilakukan melalui PLB untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi:
a. Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai
pajak (duty paid); dan
b. Minuman Beralkohol yang penjualannya tidak

dikenai pajak (duty not paid) di Toko Bebas Bea.

Ketentuan ayat (1), ayat (1a), dan ayat (4) dalam Pasal 11
diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11
(1) Impor Minuman Beralkohol hanya dapat dilakukan
melalui:

a. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung
Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang,
Tanjung Perak di Surabaya, Bitung di Bitung,
dan Soekarno Hatta di Makassar; dan

b. Pelabuhan udara internasional.
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(1a) Impor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud

(2)

(3)

(4)

dalam Pasal 10A yang masuk melalui pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikeluarkan
dari PLB sebagai tempat pengeluaran barang.

Impor Minuman Beralkohol ke dalam kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas hanya
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
di kawasan dimaksud.

Minuman Beralkohol asal impor untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi di kawasan perdagangan
bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
diperdagangkan ke luar kawasan dimaksud.

Impor Minuman Beralkohol sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai kawasan perdagangan bebas dan

pelabuhan bebas.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 36 diubah

dan ayat (3) dihapus, dan ditambahkan 2 (dua) ayat,

yakni ayat (4) dan ayat (5) dalam Pasal 36 sehingga Pasal

36 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)
(4)

Pasal 36
IT-MB wajib melaporkan realisasi impor Minuman
Beralkohol setiap 3 (tiga) bulan kepada Dirjen
Daglu, Dirjen PDN, dan Dirjen PKTN.
Laporan realisasi impor Minuman Beralkohol
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
paling lambat tanggal 15 (lima belas) awal
triwulan berikutnya.
Dihapus.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara elektronik melalui laman

http:/ /inatrade.kemendagqg.qgo.id.
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